" MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
"~ NOMOR 175 FAHUN 1997,

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN DlBlDAl\iG RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

Mengingat

i Menctapkan

- MENTERI DALAM NEGERI

Sebagai pelaksanaan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah perlu diatur tatacara

pemex*iksaanl di bidang Retribusi Daerah, dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri, . ’

1. Undang - indang Nom;)r 5 Tahun 1974 tentang Pokok"-pokok
‘P‘emerim:ahain Di Daerah (Lembaran Ncgara Tahun 1974, Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 ) ;.

[

Undang-tindang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah
dan Retr{busi Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran'Negara Nomor 3685) :

[ 93]

Peraturan Pemerintaly Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi
Dacrah (Lembaran Negara T: ahun ‘1997 Nomor 55 Tambahan
Lembaran Negara Numor 3692);

9. Kef)uu‘isah Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN!

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA
CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI DAERAH.
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BAB I T
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

d.

~

Retribusi Daerah yang selanjutmya disebut Retribusi adalah pungutan
dacrah scbagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk  kepentingan orang pribadi atau badan.

Pemeriksaan  adalah  scrangkaian Lm,lalan untuk  mencan,
mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi
Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.

Pemeriksa Retribusi Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Pemerintah” Daerah atau tenaga ahli yang diunjuk oleh  Kepala
Dacrah  yang diberi tugas, wewenang  dan tangpung jawab untuk
melaksanakan Pemceriksaan dibidang Retribusi Daerah.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara

teratur untuk mcm_.umpullnn data dan informasi yang berkenaan

dengan pcllmuul,an retribusi terutang. P
: e

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan yang
dilakukan antara Pemeriksa Retribusi dengan Wajib Retribusi dalam
upaya memperoleh pendapat yang sama atas temuan selama
pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui

maupun yang tidak disetujui, dlluan;,kan dalam Berita Acara Hasil

- Pemneriksaai yang ditanda tangani olch Pemeriksa Retribusi dan

Wajib Retribusi, yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan Surat
Keltetapan Retribusi dan Surat Tagihan Retribusi. .

v ‘ . ".\
Laporan Pemeriksaan Retribusi adalah laporan tentang hasil
puxu.nksaan yang disusun olch Pemeriksa . Retribusi secara rinci,

nngkas dan jelas serta sesuai dcn;,an ruang lingkup dan tujuan

pcmenksaan - .

| BAB.IL.........
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BAB LI

TUJUAN PEMERIKSAAN
|

.vl , ' Pasal 2
o s{1) Kepala Dacrah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
i ‘%% kepatuhan'Wajib Retribusi. L
c# X . ‘
v (2) Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan qg' .

kewajiban pembayaran Retribusi dalam rangka melaksanakan
Peraturan Perundang-undangan Retribusi.

0
-+

BAB 111
BENTUK DAN RUANG LINGKUP *’EMERIKSAAN

Pasal 3
(1) Bentuk pemenksaan terdin dan :
a. pemeriksaan lengkap.
b. peiicriksaan sederhana.

' (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
adalah pemeriksaan dilakukan di Kantor dan di tempat Wajib
e Retribusi meliputi seluruh Jenis retribusi untuk tahun berjalan dan
atau tahun sebelumnya yang dilakukan den;_.an menerapkan teknik-
tcknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan |
umum, '
o ,

(3) Pemeriksaan sedcrhana sebag,anman%: dimaksud pada ayat (1) huruf b,
-adalah pemenksaan yang dilakukan di tempat Wajib Retribusi,
mdlpuu jenis Retribusi tertentu untuk tahun bergjalan.

W ‘ ‘
- (4) emenksaau sebagaxmana duuaksud pada ayat (1) dapat dllakukan
dalam hal : i : R
a. pemberian dan atau pencabutau Nomor Pokok Wa_ub Retribusi
Dacrah (NPWRD). . |

b. pemberian dan atau pencabutan’ Nomor Pengukuhan Penz,usaha
Kena Reétribusi Daerah (NPPKRD).

c. penentuan besamya jumlah angsuran Retribusi dalam suatu smasa
Retribusi bagi Wajib Retribusi.

d. Wapb Retribusi mengajukan keberatan

e. pencocokan dan/atau mencari alat keterangan lain.

P4
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i | BAB IV ’ ' -
NORMA PEMERIKSAAN

i - Pasal 4

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan
yang berkaitan  pada ruang lingkup pemeriksaan Retribusi dan Wajib
Retribusi. '

! Pasal 5 -

(1) Pemeriksa dalam melakukan pemeﬁkg’éml berpedoman pada nonma
pemeriksaan sebagai berikut :

a.

h.

Pemeriksa dengan menggunakan swiat panggilan yang ditanda
langani oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk,

- memanggil - Wajib - Retribusi untuk datang ke kantor Dinas

Pendapatan Daerah dalam rangka pemeriksaan .

Pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan’ tujuan pemeriksaan
i X3 - . . .
kepada Wajib Rewribusi yang akan diperiksa . :

surat Perintah pemeriksaan kepada Wajib Retribusi,

Pemeriksa waiib membuat laporan pemeriksaan retribusi.

Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib
Rewibusi tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda
antara Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah dengan hasil
pemeriksaan.

Pemeriksaan dilakukan _ dengan  berpedoman - pada norma
pemeriksaan  yang - ‘memuat  batasan terhadap  pemeriksa,
pemeriksaan dan Wajib Retribusi. C ~

Pemen’ksa? wajib melf embalikan _buku-buku, catatan dan’

dokumen pendukung laifaya yang dipinjam da::i Wajib Rt;zm'busi
paling lama 14 (empat belas) hart sejak selesainya pemeriksaan;

Pcmcriksaf dilarang memberitahukan kepada pihak . la@n yang
tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau (!|bentahukan
kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka pgglenksaan;

- '
i.@cmenksa .......

i’emc%sq’ wajib memperlinatkan yanda pengenai Pemeriksa dan

.'.r
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Pemenksq wajib memben petunjuk kepada Waijib Retribusi
mengenai , penyelenggaraan pembukuan atat pencatatan dan
petunjuk -Jainnya mengenai pemenuhan -kewajiban retribusi
schubungan dengan pemcnksgan yang dilakukun, dengan tujuan
agar penyelenggaraan pexgbukuan atau ; pencatatan dan
pemenuhan kewajiban Retribusi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. ,

4

(2) Pemeriksa dalam melaksanakan pemerikséan di Kantor™ berpedoman

pada norma pemenksaan sebagai benkut

a.

‘4

Pcmen‘kﬁa menyampalkan surat panggilan yang ditandatangani
oleh Kepala Daerah atau Pejabat- untuk memanggil Wajib
Retribusi agar datang ke Kantor Dmas Pendapatan Daerah dalam
rangl-.a pemenks'ian, |

"fh"" i ‘ I
Pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan
kcpada Wajib Retribusi yang akan diperiksa, -

{

. k
Pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan;

Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib
Retribusi tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda
antara Sural Pemberitahuan Retribusi Daerah dengan lasil
pemeriksaan,

Pemeriksa wanb mcng,cmbahkan buku-buku, catatan dan dokumen
pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Retribusi paling lama
7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan,

Pemeriksa dllarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak
b(.rhak, segala sesuatu mengenai yang diketahui atau diberitahukan
olch Wajlb Retribusi dalam rangka pemeriksaan;

Pemenksa Wa_ub memben petunjuk kepada Wajib Retribusi '

mengenai penyelenggaraan pembukuan. atau pencatatan dan

petunjuk lainnya mengenai  pemenuhan kewajiban retribusi :

sehubyngan ‘dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan
agar“benyelenggaraan pembukuan atau pencatatan danypemenuhan
kewajiban Rctnbusx scsual dengam ketentuan yang betlgc

’1 ' Pasal 6 | %”

Pelaksanaan ﬁemcriksaan berpedoman pada nonra pemeriksaan sebdgai
berikut : . |

i
‘ a. Pemenksaan .......
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a. pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih Pe'men'ksa"'

b. pemeuksaan dilaksanakan di kantor Pemenksa, di kantor Wajib
Retribusi atau di tempat usaha atau di tempat tinggal atau di tempat
lain yang dlduga ada kaitannya dcngan kegiatan usaha atau
pekerjaan Wajib Retribusi atau di tempat lain yang ditentukan oleh

. Kepala Dacrah alau Pcjabat;

c.. pemenksaan dnlaksanakan pada Jjam kcr_;a dan dapat dilanjutkan di

luar jam kerja Jika dlpandan&}perlu,

d. hasil pemenksaan dltuangkan‘-’dalam Laporan Pemeriksaan,

e hasnl Pcmerl}'saun yang seluruhnya disetujui oleh Wajib Retribusi,
: ' Aibuatkan surat pemyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani
© . : leh wajib Retnbusu yang bersangkutan;

i@ , )v‘

v

f. terhadap (cmuan dalam Pemeriksaan yang tldak atau tidak scluruhnya
disetujui oleh Wajib Retribusi, dilakukan Pembahasan Akhir Hasil

' Pemeriksaan;

g. berdasarkan - Laporan Pemeriksaan, diterbitkan Surat Ketetapan
} Reuibusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daersh scpanjang
' tidak diianjutkan dengan tindakan penyidikan, |

Pasal 7 ¢

Wajib  Retribusi pada saat dipef‘iksa berpedoman-  pada norma
pemeriksaan scl‘.]agai berikut :
a. Wajib Rembusn wajib mementuhi pclaksanaan pemeriksaan baik di
Lapangan maupun di Kantor sesual dengan waktu yang ditentukan;

b. Wajib Reu ibusi berhak meminta 4epada Pemenksa untuk mem-
perlihatkan ,Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal
Pemeriksa; | A

c. Wajib Relnbusn berhak meminta kepada Pemeriksa untuk memberikar
penjelasan lentang maksud dan tujuan pemeriksaan,

L \, C Wajib Rctnbusn berhak memmla kepada Pcmeriksa rincian yang
¥ bcrkenaan dcngan hal-hal yang berbeda antara hasil pemcnksaan
: dengan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah; &

Y | R €. Wajib.rrrrrrene
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1,5?5’ ‘ ; | N
/y . | e. Wajib Retribusi wajib menandatangani surat pemyataan persetujuan
‘ Jt J : anl suratp

apabxl,'a seluruh. hasil pemeriksaan disetujus; . ..

. Berita. Acara Hasil

. S . K L -
f. Wajib Re!ribuéi wajib menandatangani

Pemeriksaan apf b‘il'a . hasil }pemcrﬂtsa&p terscbut tidak afau tidak SR
seluruhnya disetujur; | . % ot -
. & Wajib Retribusi wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku,
, ‘%« " cqtatan dan dokumen yang diperlukan untuk kelgg;caran pemeriksaan.
* : o &
s R B 2

. . 5. vog' ' vee ! : .
h.. Wajib Retribusi wajib membersjian yin untuk , memasuki tempat
¢ %Aan ruangan yang dianggap pesiu dan memberi bantuan guna

*k, . ~ “gffkelancaran pemeriksaan; ‘
. :{‘V‘ .~ . . V' ;: . . _{
& i. Wajib Retribusi. wajib memberikan ketcrangan yang diperlukan.
b . ¢ BABY
. PEDOMAN PEMERIKSAAN
- . ' 1 i’asal 8 :
1“"" 5 : o .
Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Retjibusi, didasarkan pada
Pedoman Pemeriksaan yang mehputi Pedoman ‘Umum  Pemeriksaan,
Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan.
Pasal 9 '
|
Pedoman Umum Pemeriksaan adalah scbagai berikut :
y 2y perieriksaan  dilaksanakan oleh Pemeriksa yang telah ¥mendapat
" Pendidikan . Teknis _ Pemeriksa Retribusi Daerah  dan$’memiliki
ketrampilan scbagai Pemeriksa; .
b. Pemeriksa harus bégérja den{;an jujur, Benapggung jawab, penuh
/ pengabdian, bersifat - terbuka, sopan, dan obyektip, serta wajib

menghindarkan diri dari perbuatan tercela; _
! .
. vy | ‘ g
c. pemeriksaan harus dilakukan oleh Pemeriksa dengan menggunakan
keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran
yang sesuai dgligan kewrF;an sebenarnya tentang Wajib Retribusi; .

» i b
i . d. temuan hasil ppmeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan
s Vg sebagai bahan untuk menyusup Laporan Pemeriksaan.
' {;': ’ . N !

; %, _ . Pasal 10.......
g ' o | :
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: Pasal 10
; .
Pcdoman Pelaksanaan Pemenksaan adalah sebagal benku(

~a. pelaksanaan pcmeriksaan harus didahului ., 3an program
pemeriksaan! sesuai dengan tujuan pemcnks dan dengan
peng,awasan yang saksama; 4 ‘

L,

*b:- luas pgmenksaan ditentukan  berdasarkan petunjuk  yang
diperoleh, yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat
melalui pengamatan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan
lamn bcl kCIlddll dcng,an pcmcuksaan

c.’ pendapat' dan kesunpulan Pemenksa harus didasarkan pada bukti
vang kuat' Pan berlandaskan peraturan perundang-undangan Retribusi
Dacrah, : '

; ‘ Pasal 11

! ot

Pedoman _l,aporan Pemecriksaan adalah sebagai berikut :

v
a. laporan pémcriksaan disusun secara rinci, ringkas, dan jelas, sesuai

ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan, memuat kesilnpulan
pemeriksaan yang didukung bukti yang kuat tentang ada atau
tidak adanya penyimpangan terhadap peratufan perundang-undangan
Retribusi | Daerah, dan memuat pula pengungkapan informasi lain
yang diperlukan; : , . .

b. laporan pemerikSaan yang berkaitan dengan pengungkapan
penyimpangan  Surat = Pemberitahuan  Retribusi  Dacrah  harus
memperhafikan :

- 1. fakior pembanding; : |

2. nilai absolut dari penyimpangan; ' :

3. sifat, bukti dan pctunjuk adanya penyimpangan;
4. engamh penyimpangan;

5. hubungan dengan permasalahan lamnya

BAB V . "
TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 12
(1) Pemeriksaan Lap#ngan, dilakukan dengan cara :

a. memeriksa..............

,‘,.“ . ) » "’-m,‘,';‘:..



h.

ke tiga yt

memcnksa Tanda Pelunasan RembuSl daiy’ keterangan lainnya

scbagai bykti pelunasan kewajiban Rembusn Daerah,
|

memenksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya
teninasuk kelua:an dari media komputer dan perangkat elektronik
pengolah data lamnya - e

%,

‘memm_|am buku-buku, Qatatan dan dokumen pendukung lamnya

termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elekironik
pengolah data lainnya, dengan membcnkan tanda terima;

meminta keterangan lisan dan atau tertulis dan Wajib Retribusi

‘yang dlperlksa , : i

memasukn tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat
menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi
petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Retribusi dan atau tempat-
tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemenksaan
ditempat- lempat tersebutt e

apabila Wajib Retribusi atau| Wakil atau Kuasanya tidak

[ ; 4
melakukan‘ penyegclan tempat a(ru ruangan (ersebut padadwruf €
memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan

dimaksud, ,atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan'

! l
meminta - teleran san dan atau buku yang diperlukan dari pihak
ng mempunym hubungan dengan Wa_ub Rclnbusn yang
dipenksa. ‘

' E : s

n’} T ‘
(2) Pemeriksaan ‘Kamor dllakuI\an dcnban ca@ kﬁﬁ !

"
4

a.

mcmbcmfahukan agar Wajlb Retribusi membawa tandd pelunasan
Retribusi, buku -buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya
termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elekirnik
pengolah data lainnya.

i ) - "
meminjain’ buku-l)uku catatan dan dokumcn pendukung lainnya
termasuk Keluaran dari ‘media komputer dan perangkat elektronik
pengolah data lainnya dengan mcmbenkan tanda terima;
memenksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukunl, lainnya
termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik
pengolah data lainya.

i ¥ o d. meminta .......

s " . .o ! N
{ . e o My, -
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d. memmla keterangan lisan dan atau tertulis dan Wa_ub Retribusi
yang dlp(.l iksa .

c. meminta kclcrangaﬁ | dan atau bukti yang dip;crldkan dari pihak
ketiga yang} mcmpunyal hubungan dcngall Wajib Retribusi yang

diperiksa.

(3) Tata cara penf_/egelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf*f.-

~ ditetapkan oleh Kepala Daerah.
i

R . Pasal 13

(l) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajnb Reuibusi
atau Wakil atau Kuasanya tidak ada di tempat, pcmenksaan tetap
dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan
untuk  bertindak  mewakili Wajib  Retribusi  sesuai  batas

\Jy  kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda  untuk
K dnlamutkan pada kesempatan berikutnya.

(2) Untuk keperluan peng,amanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan
lapangan ditunda, Pemeriksa dapat melakukan penycg,elan tempat
atau ruangan yang diperlukan.

(3) Apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah
dilakukan pcnunda'm sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib

Retribusi ataw Wakil atau Kuasanya tidak juga ada ditempat,

pemeriksaan tetap dilaksanakan  dengan terlebih dahulu meminta
pegawai Wajib Retribusi vang bersangkutan untuk mewakili Wajib
Retribusi guna membantu kelancaran pemeriksaan.

~ (4) Apabila Wajib Rém’busi’ atau  Wakil mau‘i Kuasanya tidak.

memberikan ijin untuk memasuki tempat atau  ruangan yang
dianggap perlu  dan tidak memberl bantuan l,una kelancaran
* pemeriksaan serta memberikah yang diperlukan, W@jlb Retribusi

*atau Wakil atai Kuasanya harus mcnanda(ang,an. Surat Pemyataan

ﬁ’ Penolakan Pemeriksaan. "

(5)' Apabila pegaWal Wajib Retribusi yang dimint %éwhkili Wajib
Retribusi- seba‘,almana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk
membantu  kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus
menanda-tangani Surat Pemyataan Pcnolakan Membantu Kelancaran

. Pemeriksaan.

i . ' *
T T .
B ”ﬁ.” :
R .
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o (6) Apabila SPS



: . (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat scbagaimana
g : dimaksud {pada ayat (4) atau ayat (5), Pemeriksa membuat Berita
' Acara Penolakan Pemeriksaan yang'ditanda-tangani oleh Pemeriksa.
A (D) Surat Per‘nyataaq‘ Penolakan = Pemeriksaan, Surat Pernyataan
% Penolakan'Membantu Kelancaran Pemeriksaan dan Berita Acara
Penojakan  Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat
- ...(5), dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuK + penctapan besarmnya
Retribusi terutang secara jabatan atau dilakukan .genyidikan.

P

€.

. : Pasal 14'

b (1) Pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan untuk digunakan sébagai
' dasar penerbitan  Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Kurang Bayar Tambahan atau
Surat Tagihan Retribusi Daerah aiau tujuan lain untuk pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan perRetribusian daerah.

\; ‘u

(2) Apabila penghitungan besamya Retribusi yang terutang dalam

Sural Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
o/ Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat Tagihan
Retribusi Dacerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda
dengan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, perbedaan besarmya
Retribusi djberitahukan kepada Wajib Retribusi yang bersangkiitan.

1 _ Pasal 15

(1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeniksaan dan pembahasan
akhir pemeriksaan | lengkap disclcsaikan dalam ‘waktu paling lama 21
“ o (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan sclesai dilakukan.
(2) l’é:g;bcrian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan
selesai dilakukan, ) '

Y, (3) Hasil pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Retribugi o
scpera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak mcnunggl‘g" '
tanggapan Wajib Retribusi.

¥ . . .

g, (4) Apabila Wajib Retribusi tidak memberikan tanggapan scbagaimana

» dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan ak
2ig - hasil pemeriksaan, Surat Ketetapan Retribusi Dacrah dan atau %:
'y Tagihan Retribusi Daerah diterbitkan secara jabatan, berdasai¥fan 8
hasil pemeriksaan'yang disampaikan kepad8 Wajib Retribusi. @*"

§5) .Pcmberilahuan .......
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(5) l’cmbcritulm{m hasil pemeriksaan kepada  Wajib Retribusi
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila
- pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.,
: g ] ‘
3 Pasal 16

Apabila dalam pemeriksaan dilcmukan  bukti permulaan tentang
adanya tindak pidana dibidang perRetribusian daerah, pemeriksaan tetap
dilanjutkan dan Pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan.

~‘, Pasal 17
Pelaksanaan Pcm%eriksaan, lebih fanjut diie(apkan oleh Kebala Daqrail.
BABV W
. KETENTUAN PENUTP
Pasal 18 h
Keputusan ind "n;:!.'.' berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jokarta

MOH YOGIE S.M.

Ry
%



